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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “perlindungan hak narapidana perempuan dalam
pembinaan Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan
hak narapidana perempuan yang harus di penuhi sesuai dengan kodratnya.
Perempuan merupakan kelompok demografi rentan di  sistem
pemasyarakatan, yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial
yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan, namun implementasi hak-hak tersebut menghadapi
banyak tantangan, dan beberapa lembaga pemasyarakatan gagal menerapkan
peraturan tersebut. Seperti, laporan Komnas HAM, menemukan bahwa
beberapa lembaga pemasyarakatan perempuan di wilayah Yogyakarta, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Lampung, Bali, dan Banten
tidak memiliki psikolog internal yang menyediakan layanan kesehatan
mental, yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 9 (b) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dan pasal 14 angka (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Penelitian ini membahas implementasi
hukum terutama pada pasal 9 UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan.
Hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam proses
rehabilitasi narapidana perempuan dengan pendekatan hukum normatif yang
berdasarkan pada regulasi, dokumen hukum, serta analisis kasus. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam rehabilitasi
narapidana perempuan dan mengenali tantangan yang muncul dalam
penerapannya di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa ada ketidaksesuaian antara norma hukum
yang ada dan praktik di lapangan terhadap implementasi UU Nomor 22/2022
Tentang Pemasyarakatan menunjukkan adanya ketimpangan signifikan
antara ketentuan normatif yang progresif dengan praktik di lapangan, serta
terdapat faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan sebagian besar
disebabkan oleh elemen struktural yang menghambat penerapan undang-
undang dan masalah normatif yang juga menjadi penyebab utama karena
adanya kekurangan norma yang relevan dengan kebutuhan khusus
perempuan. Pelaksanaan norma membutuhkan perbaikan aspek normatif
seperti PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan dan aspek struktural, dengan adanya dukungan politik yang
kuat, distribusi sumber daya yang cukup, serta kolaborasi yang harmonis
antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang benar-
benar memenuhi hak perempuan yang secara kodrat berbeda dengan
narapidana laki-laki dan sensitif gender terhadap narapidana perempuan di
Indonesia..

Kata Kunci : Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Hak Asasi
Manusia, UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan, Gender.



ABSTRACT

This thesis is titled “Protection of the Rights of Female Prisoners in
Rehabilitation Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.” This
study discusses the protection of women prisoners' rights that must be fulfilled in
accordance with their nature. Women are a vulnerable demographic group in the
correctional system, with biological, psychological, and social needs that differ from
those of male prisoners. Although Law No. 22 of 2022 on Corrections and
Government Regulation No. 32 of 1999 on the Conditions and Procedures for the
Implementation of Inmates' Rights exist, the implementation of these rights faces many
challenges, and some correctional institutions have failed to enforce these
regulations. For example, a report by the National Commission on Human Rights
(Komnas HAM) found that some women's correctional institutions in the regions of
Yogyakarta, East Java, Central Java, West Java, North Sumatra, Lampung, Bali, and
Banten do not have internal psychologists providing mental health services, which
clearly contradicts Article 9(b) of Law No. 22 of 2022 on Corrections and Article
14(a) (2) of Government Regulation No. 32 of 1999 on the Conditions and Procedures
for the Implementation of the Rights of Inmates. This study examines the
implementation of the law, particularly Article 9 of Law No. 22 of 2022 on
Correctional Institutions. The challenges faced by correctional institutions in the
rehabilitation process of female inmates are analyzed using a normative legal
approach based on regulations, legal documents, and case analysis. The purpose of
this study is to evaluate the application of law in the rehabilitation of female inmates
and to identify the challenges that arise in its implementation in women's correctional
institutions. The results of this study show that there is a discrepancy between existing
legal norms and practices in the field regarding the implementation of Law No.
22/2022 on Corrections, indicating a significant gap between progressive normative
provisions and practices in the field. and there are factors that hinder implementation,
primarily due to structural elements that obstruct the application of the law and
normative issues, which are also the main causes due to the lack of norms relevant to
the specific needs of women. The implementation of norms requires improvements in
normative aspects, such as Government Regulation No. 32/1999 on the Conditions
and Procedures for the Implementation of the Rights of Inmates, and structural
aspects, with strong political support, adequate resource distribution, and
harmonious collaboration among various parties to create a correctional system that
truly fulfills the rights of women, who are inherently different from male inmates, and
is gender-sensitive toward female inmates in Indonesia.

Keywords: Female Inmates, Corrections, Human Rights, Law No. 22 of 2022
Concerning, Gender Justice



